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A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4247).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
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Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata

Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kota

Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2).

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Bangunan

Gedung (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 2).

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta:

Sekretaris Jenderal MPR RI, 2010)

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor

53/HM001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Rencana

Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2012-2017.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian

Pembangunan Hotel.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyediaan Air

Baku Usaha Perhotelan Di Kota Yogyakarta.

Buku-buku

Anselom Strauss, Juliet Corbin. 2007. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif,

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



UNIVERSITAS

Evaluasi Yuridis atas Aturan-Aturan yang Terkait dengan Pendirian dan Pengoperasionalan Hotel di

Kota Yogyakarta
ISHAK ISMAIL DAMANIK, Richo Andi Wibowo, S.H.,LL.M

Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

GADJAH MADA

Asshiddigie Jimly. 2011. Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta:

Sinar Grafika.

Bambang Sunggono, metodologi penelitian hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada.

Basah, Sjahran. 1995. Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi.

Surabaya: , Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan lingkungan
di Fakultas Hukum Unair .

Kusnardi , Moh dan Harmaily Ibrahim. 1988. Hukum Tata Negara Indonesia.

Jakarta: Sinar Bakti.

Marbun, SF. 2012. Hukum Administrasi Negara I. Yogyakarta: Ull PRESS.

Marbun, SF dan Moh. Mahfud MD. 2009. Pokok-Pokok Hukum Administrasi

Negara. Yogyakarta: Liberty.

Nazir, Moh. 2011. Metode Penelitian.B ogor: Ghalia Indonesia.

Prodjodikoro, ~ Wiryono. 1981. Asas-Asas llmu Negara Dan llmu Politik.

Bandung: Evesco.

Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat. 2013. Hukum Administrasi

Negara Dalam Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung: Nuansa.

Ridwan HR. 2011. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sibuea, Hotma P. 2010. Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas

Umum Pemerintahan yang Baik. Jakarta: Erlangga.

Soekanto, Soerjono. 2012. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Ul Press.

Subarsono, AG. 2009. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.




Evaluasi Yuridis atas Aturan-Aturan yang Terkait dengan Pendirian dan Pengoperasionalan Hotel di
Kota Yogyakarta
ISHAK ISMAIL DAMANIK, Richo Andi Wibowo, S.H.,LL.M

UNIVERSITAS Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
GADJAH MADA ) ] o ]
Sutedi, Adrian. 2010. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta:

Sinar Grafika.

Utrecht, E. 1957. Pengantar dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Ichtiar.

Zubir, Ismail. 2000. Zoning Regulation: Instrumen yang Diperlukan dalam

Rangka Reformasi Penataan Ruang. Jakarta: Sinar Grafika.
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Nuresti Tristya Astarina dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan
Perizinan Hotel Di Yogyakarta (Studi Kasus: Perizinan Hotel Amaris
Malioboro), skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016.
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